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PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH 

I. UMUM 

1. Dasar Pemikiran 
Penyelenggaraan pemerintahan negara dan pemerintahan daerah 
yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana 
dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan 
efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa 
Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang 
Keuangan Negara bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) 
Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan 
bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara 
secara nasional. 
Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam 
pengelolaan aset negara, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai 
Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut 
merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran 
dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam 
penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan 
secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang 
muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya 
belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah 
tersebut. 
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk 
menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung 
dalam Peraturan Pemerintah tersebut. 

2. Gambaran Umum 

a. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup Barang Milik Negara/Daerah dalam Peraturan 
Pemerintah ini mengacu pada pengertian Barang Milik 
Negara/ Daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 
10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara. Pengaturan mengenai 
lingkup Barang Milik Negara/Daerah dalam Peraturan 
Pemerintah ini dibatasi pada pengertian Barang Milik 
Negara/Daerah yang bersifat berwujud, namun sepanjang 
belum diatur lain, Peraturan Pemerintah ini juga melingkupi 
Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat tak berwujud 
sebagai kelompok Barang Milik Negara/Daerah selain tanah 
dan/atau bangunan. 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi 
Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, 
Penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan 
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pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih 
terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana 
yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus 
perbendaharaan. 

b. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
Pada dasarnya pengadaan Barang Milik Negara/Daerah 
dimaksudkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, sehingga apabila terdapat Barang Milik 
Negara/Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pengguna Barang wajib diserahkan kepada 
Pengelola Barang. 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 mengatur bahwa 
Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik 
Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk 
menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengguna Barang (idle) 
kepada Pengelola Barang. Dalam ketentuan ini, Pengelola 
Barang bersifat pasif dan dalam pelaksanaan tanggung jawab 
ini harus didahului dengan pelaksanaan Inventarisasi dan 
audit. Ketentuan ini dalam pelaksanaannya kurang mampu 
meminimalkan Barang Milik Negara/Daerah idle. 

Untuk mengembalikan maksud awal dari pengadaan Barang 
Milik Negara, maka Menteri Keuangan selaku Pengelola 
Barang perlu secara proaktif melakukan langkah-langkah 
penataan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, dan dalam 
pelaksanaannya dapat mendelegasikan sebagian dari 
kewenangan yang dimiliki tersebut. Hal dimaksud berlaku 
pula bagi Gubernur/Bupati/Walikota dalam pengelolaan 
Barang Milik Daerah. 

c. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Pengadaan 
Barang Milik Negara/Daerah 
Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan 
kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara 
ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai hasil 
pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang 
berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan 
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keuangan negara. Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah 
harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik 
Negara/Daerah pada Kementerian/Lembaga/satuan kerja 
perangkat daerah, sehingga dapat dijadikan dasar dalam 
penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik 
Negara/Daerah pada rencana kerja dan anggaran 
Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah. 

Perencanaan Barang Milik Negara/Daerah selanjutnya akan 
menjadi dasar dalam Perencanaan Kebutuhan, 
penganggaran, dan pengadaan Barang Milik Negara/Daerah. 
Rencana kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun 
dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan 
mekanisme pembelian (solusi aset), Pinjam Pakai, Sewa, sewa 
beli (solusi non aset) atau mekanisme lainnya yang dianggap 
lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Negara/Daerah. 

d. Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah 

Barang Milik Negara/Daerah yang sedang digunakan untuk 
penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat 
dipindahtangankan. Barang Milik Negara/Daerah harus 
ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang. 

Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan status 
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat dialihkan 
status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya atau 
digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya. 

e. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah 

Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi 
kegiatan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya 
Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus 
mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang 
tertib, efektif, dan optimal. 
Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan 
dengan berpedoman pada kebijakan umum Penatausahan 
Barang Milik Negara/Daerah yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan. 
Hasil Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah digunakan 
dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah, 
Perencanaan Kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan 
Barang Milik Negara/Daerah yang secara langsung akan 
menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan 
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anggaran Kementerian/Lembaga/ satuan kerja perangkat 
daerah dan perencanaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Pelaporan Barang Milik Negara/Daerah disusun menurut 
perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan 
aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap 
berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 
jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi 
dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, 
aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang 
dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan. 

f. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah 
Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah 
dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola 
Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai 
dengan kewenangan masing-masing. 
Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan 
untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib 
hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

g. Penilaian Barang Milik Negara/Daerah 

Penilaian Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dalam 
rangka mendapatkan nilai wajar. Penilaian Barang Milik 
Negara/Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca 
pemerintah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang 
Milik Negara/Daerah. Dalam kondisi tertentu, Barang Milik 
Negara/Daerah yang telah ditetapkan nilainya dalam neraca 
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, dapat dilakukan 
Penilaian kembali. 

h. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik 
Negara/Daerah 
Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib 
diserahkan kepada Pengelola Barang. 

Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik 
Negara/Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi 
pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah dan untuk 
mendukung pengelolaan keuangan Negara/Daerah. 

i. Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah 

Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam 
hal Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak dapat 
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